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BPK Temukan Tiga Kali
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KETAPANG, TRIBUN - Lapo-
ran hasil pemeriksaan (LHP)
dari BPK RI Perwakilan Kali-
mantan Barat menyebutkan,
ada dana sebesar Rp 513,9 juta
dalam® APBD Ketapang 2009,
yang dipindah ke rekening
pribadi. Dana tersebut meru-
pakan anggaran Dinas Peker-
jaan Umum (PU).

Pada saat itu, Dinas PU me-
nganggarkan belanja sebesar
Rp 247,177 miliar, dengan rea-
lisasinya Rp 226,917 miliar, atau
sekitar 91,80 persen. Sisa kas
per 31 Desember 2009 sebesar
Rp 2,144 miliar.

Menurut LHP tersebut,
Bendahara Pengeluaran Dinas
PU melakukan tiga kali pemin-
dahan dana APBD ke rekening
pribadi, yang dibuka pada Bank
Syariah Mandiri Pontianak
KCP Ketapang. Besarnya dana
Rp 512,2 juta dengan tiga kali
transaksi. ‘

Transaksi itu pada 30 De-
sember 2009 senilai Rp 62,2 juta,

pada 4 Januari 2010 senilai Rp
250 juta, dan 25 Februari senilai
Rp 200 juta. Dari pemindahan
tersebut ternyata BPK mene-
mukan ada jasa giro yang di-
bayarkan oleh Bank Mandiri
Syariah, yang nilainya sebesar
Rp 1,7 juta. Sehingga totalnya
mencapai Rp 513,933 juta.

Kepala Dinas PU Ketapang,
Darmansyah, yang dikonfir-
masi Tribun, Kamis pekan laluy,
mengaku tidak tahu. Ia terlihat
terkejut mendengar hasil te-
muan tersebut.

“Saya tidak tahu itu. Saya
waktu itu lagi Umrah, danbukan
saya Kepala Dinas PU-nya,” kata
Darmansyah kepada Tribun.
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saya Kepala Dinas PU-nya.

DARMANSYAH
Kepala Dinas PU Ketapang

TRIBUN/RHD

tersebut, dokumen pertang-
gungjawaban untuk pembaya-
ran PFK (Perhitungan Fihak
Ketiga) senilai Rp 137,111 juta.
Sampai akhir pemeriksaan,
tidak diperoleh bukti pemba-
yaran untuk proyek swakelola
UPTDIV Air Upas.
Berdasarkan perhitungan
tersebut, masih tersisa dana
sebesar Rp 376,522 juta yang
belum dapat dipertanggung-
jawabkan oleh Bendahara Pe-
ngeluaran Dinas PU Ketapang.
Pemindahaan dana APBD
2009 ke rekening pribadi terse-
but, dapat mengakibatkan pe-

: luang penyalahgunaan ke-

uangan daerah sebesar Rp
376,522 juta. (rhd)



